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HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORIUPSLKPE) DAN PENVIDUC POURE DALAM,
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Aris Budianto

Ahsirak

Berdirinya KPK berdagarkan Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2002 tentang Komisi Pemberanta-
san Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum; pem-
berantasan korupsi. serta perwujudan good governance dan good govermance. Kewenangan fung-
sional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujoan hukum yvang berlan-
duskan keadilan, kepastian bubkum dan kemantaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ko-
rupsi, karena kurang optimalnyas penegakan hokum oleh penegak hukum sebelumnya, Legitimast
kewenangan fungsional KPK yang paling pokek diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasen Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu
Pasal 6 terkart fugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewena-
ngan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pa-
sal § terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan, Kewenangan fungsional Penvidik KPK di-
maksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif da-
lam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta membierikan jaminan
kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses se-
sudl hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK. dan
Poln Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku
vang dipertanggrungjawabkan guna kepmtml.,aﬂ tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, ke-
manfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan vang diatur berdasarkan Undarlg -Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perun-
dang-undang lainnya, diimplimentasikan dengan tindakan hukum vang saling menginformasikan,
531ing mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM serta terselenggaranys kua-
litas kinerja yang berdaya guna hr::mrat kaordinatif, supervisi, pengambilaliban perkara kasus tin-
dak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya
pemenuhan SDM Polr dalam setiap tindakan hukum penayelidikan dan penyidikan,

Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK) Dengan Penyidik Polri

Abstract
The establishment of the Commission based on to det No: 30 of 2002 on the Corruption Eradication
Comitission, It is an appreciation of the country in order fo veglize the rule of law, combating
carruption, as well as gopd governance and good governance, Functional authority is the formal
legitimacy of the-will of the state to realize the goal of law baved on justice, légal certainty and
effectiveness in the vesoluiton of corruption cases, becawse of less optimal enforcement by law
enforcement before, The legitimacy of the autharity of a functional Commiission of the most basic is,
gaverned by Act No. 30 of 2002 concerning the Commission for Corruption Evadication, Article 6
anel Article 9, Article 6 related 1o task the Commission, Article 7 on the implemeriation of the tasks
of cosrdination im the form of, among eihers: anthority of the. Commission fo: coordinaie the
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investization, investipaiion and prosecution of eriminal acis of corruprion, related Supervision
Article 8, Articie 9 of the Takeover refatéd The anthovity functional Investigarors Commission is
imtended 1o be able o do the action and reniedies are fair, non-discriminaiory in eradicating crime,
independent, transparent and give a legal guarantee that the perpetrators of corruption must be
faken and processed wocording o the law, for the sake of fustice and usefid for the coumry.
Relationships  Fupctional Comniission Tvestigators (KPK) And Police In Running Auwthority
fmvestigation of Corruption, tv a behavier that accownted for the berefit of o fegal purpose, in
which corved, hemefit:of law, yule of law and fustice thar is vegnlared by Law No. 30 of 2002 on
Fradication Commitsion Caorruption, as well ax laws and other laws, implemented wirk legal action
tform sach othér, mutually coordinate, suppori each other means of human resonrces and
tmplementarion of guality of performance of efficient coordinative, supervision, expropriallon cayes
criminal coses, exchange information, SPOP in the completion of a criminal affénse corrtption os
well as the fulfillment of human reseurces ferbantinva police in any legal proceedings ef inguiry
e investigation.

Key words: Functional Relations Commission and the Navional Police Investigator In Running

Authority Investigation of Corruption "',

A. Pendahuluan
Rezim orde baru yang dipimpin Suharto
berlangsung lebih kamng 32 tahun (pada waktu
itu} dijatubkan oleh rakyat pada tahun 1994, Pe-
mychabnva antera lain karena perilaky politik
dan pemerintahannya korup. )
“Masyarakat beranggapan bahwa Korup-
si secara objekiif terjadi di berbagai sek-
lor penyelengoaraan negara dan peme-
rintahan, Masyarakat juga beranggapan
bahwa korupsi merupakan kejahatan
yang harus dibasmi, Korupsi merupakan
ancaman yvang besar bag transisi poliuik
dun ekonomi di Indonesia karena korup-
si melemahkan kemampuan negara un-
tuk menyediakan barang-barang publik
dan mengurang kredibilitas” negara di
mata rakyat, Dalam jangka panjang ko-
rupsi merupakan ancaman bagi keber-
langsungan demokrasi™

Dy Indenesia hinggs saat ini, pelaky tin-
dak pidana korupst teradi pada lingkungan ke-
kuasaan eksekutif, kekuasaan yvudikatif dan Je-
zislatif.

Peraturan  perundang-undangan  terkait
pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain
yakni:

1. Peraturan Penguase Perang dari Kepala

Staf  Angkatan Darat tanggal 16 Agpril

1950 Mo, Pr/ Peperpuw 013/ 1938 dan dari

Kepala Staf Anghkatan Laut tanggal 17
April 1958 No.Pr/Z. /U7 vang kemudian
dinvatakan sebagai Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun
1960, tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemerikssan Tindak Pidana Korupsi Se-
lanjuinya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Lindang No. 1 tahun 1960 {Lem-
baran Megara No.3 fahun 1961) telah me-
netapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Lindang-Undang No. 24 tahun 1960 ity
menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Te-
hun 1960 tentang Undang-undang Anti
Korupsi.

%, Undang-undang Mo 3 Tabun 1971, ten-
tang Undang-undang Pembecrantasan Tin-
dak Pidana Korupsi

3. Undang-Undang Mo, 31 Tahun 1999 Ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
s,

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undong-undang
Nomaor 31 Tahun [999 Tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Koripsi,

5. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Secara substansial maupun secara strukiu-

ral fow enforcement di Indonesia, diperlukan
pemberdayvaan hukum sesoai dengan fungsi dan
tujuan yang ditnginkan hukum, yakni mewujud-
kan keaditan, l::inpﬂ kompromi melalui penegd-
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kan hukum.

“Penegakan hukum sebagal pusal dari se-
luruh “akitifitas kehidupan” hukum yang
dimulai dari perencanaan hukum, pem-
bentukan hukum, penerapan hukum dan
evaluasi hukum, Penegakan hukum pada
hakikamvya merupakan mtereksi antara
berbagai perilaku manusia yang mewa-
kili kepentingan-kepentingan vang ber-
beda 'dalam bingkai aturan vang welah di-
sepakati bersama™,

Sejak  adamyva Komisi Pemberantasan
Tindok Pidana Kerupsi (KPK) Indeks Porsepsi
Eorupsi (IPK) Indonesia terus menurun,

“Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indone-
wia dari 2003 ke 2004 dan 2005 menunjukkan
perhaikan, vaitu dari 1.9 ke 2.0 dan 2.2 Urn-
tan berubah dari 12 ke 1) dan 20, sedangkan
serdasarkan kelompok negara-negars terkorup
Beranjak naik menjadi ke-5 dan ke-6. Pada
2005, [PK Indonesia berada pada urutan 137
dari 13Y negara dengan skor TPK 2,2, Tuhun
2004 tercatat 1.9 dan tahun 2002 tercatat 1.9,

Hastl Surver Tramsparency  International
Mengengl "Barometer Korupsi Global”, Me-
sempatkan Party Politik Tn Indoncsia Scbagai
etitusl Terkorup Dengan Nilai 4.2 (Dengan
Rentang Penilaian 15 5 Untuk Yang Terko-
rup. [ Asia, Indonesia Menduduki Prestas: Se-
Segai Negara Terkorup Dengan Skor 9.25 (Ter-
korup 10) Bi Atas India (8,9), Vietnam (8,67),
Filipina (%,33) Dan Thailand (7,33)".

Upaya strategis intemasional, pemberanta-
s tindak pidana korupsi menjadi priorias -
seed Natiown of Ovgamizertion dinamakan the Glo-
bal Program-Against Corvaption dan dibual
dalam bentuk United Nations Anti-Corruption
Toolkit. *Salah satu cara untuk memberantas
borupsi adalah dengan membentuk lembaga
sang independen yang khusus menangani ko-
mpsi. Sebagai comoh di beberapa negara didi-
akan lembaga vang dinamakan Ombudiman,
i Honekone dibentok lembags anti korups:
vang - bermama  fodependent  Commission
szainet Copruption (1CAC): di Ma]a;m'ia di-
sentuk the Anti-Corruption Agericy (ACA), di
Thatland disebut TNCC,”

Komitmen Pemerintah Indonesia, juga
dtunjukken pada kKepentingan masyarakat in-

Az Bael fariv

ternasional pada B Desember 2003, saat Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangia Tentang Pembe-
rantasan Korupsi, atau "Uiired NMotions Con-
vertion Against Covenprion”. Indonesia kemu-
dian menandatangani Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (Lni-
ted Nations Convention Against Corruption) di
Markas PBB. New Yark pada 19 Desember
2003, Selanjuinya ratifikasi konvenst tersebud,
menjadi bagran dokumen dari hukum nasional
Indonesia. Keikulsertaan Indonesia meratifi-
kasi konvensi terkait pemberantasan lindak pi-
dana kﬂ:l'up'si { Ulrrited Nettons  Cewrvention
Against Corvuprion), dapat dipabami bahwa ne-
gara memiliki kemauan politik (pelitical willy
secara sungguh-sungguh melakukan penguatan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
~ Keberadaan Komisi Pemberantasan Tin-

dak Pidona Korupsi (KPK), diperintahkan alch
Undang-ndang Momar 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Midana Korupsi berds-
satkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korapsi. dalam
rangha mencapa twjuan vang lebih efekif untuk’
mencegah dan memberantas tindak pidana ko-
rupsi, mengamanatkan pembentukan  Komisi
Femberantasan Tindak Pidans Korupsi vang
akan distur dalam Undang-undang tersendin da-
lam jangka waktu paling lambat 2 {dua} tahun.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sehagaimana telah din-
bah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi disebuikan dalam Awvat (1), Da-
lam kurun waktu paling lambat 2{dua) tahun
scjak Undang-undang ini mulai berlaku, diben-
tuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi. Ayat {2}, menyebutkan; Komisi sebagai-
mana dimaksud dalam aval (1} mempunyai tu-
gas dan wewenang melakukan koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan sesuai-dengan ke-
lentuan  peraturan  perundang-undangan  vang
berlaku.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 360
Tahun 2002 tentung Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (KPK), Pasal 6 Undang-Un-
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dang Nomor 30 Tahon 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewena-

ngan hukum fungsional KPK dinyatakan bahwa:

Komisi Pemberantasan Korapsi mempunyai t-

L

: 4. koordingsi dengan instanst yang berwe-
nang melakukan pemberantasan tingdak
prcdana korupsi:

b, sipervist terhadap instansi yang berwe-
nang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi;

¢, melakukan penvelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terbadap pelaku tindak
prdana Korupsi;

d, melakukan tindakan-tindakan pencega-
han tindak pidana korupsi, dang

e.  melakukan monitor tethadap  penye-
lenpgaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebui ims-
titusi KPK memiliki hubungan kewenangzan hu-
kum fungsional dengan Kepolisian seria Kejak-
sazn dalam memberantas tindak pidana Komp-
si. Kewenangan Komisi Pemberantazan Korupsi
(KPK), mempakan kewenangan atribuotif yani
harus dilaksanakan dengan penub tanggungja-
wab, dalam kedudukannya sebagai kewenangan
yang memiliki legitimas) hukum.

Permasalahan yang dimuncilkan  dalam
kajian ini; Mengapa Komisi Pemberantacan Tin-
dak Pidana Korupsi (KPK) memiliki  kewena-
ngan hukum fungsional dan Bagammana impli-
mentasi hubungan kewenangan hukum fungsio-
nal Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi (KPK) dengan Penyidiki Polri da-
tam penyelesaian tindak pidana kKorupsi 7

B. Kerangka Koenseptoal dan Difinisi Opera-
sional

Kerangka konseplual terkait pembahiasan
atau kajian dard permasalahan ini dikorelasikan
dengan Konsep Penezakan Hukum, Kensep Ke-
wenangan yang dimiliki Penyidik KPK, Penyi-
dik Polii sebagai  Aparator Penegak Hukum da-
lam hal tindakan hukum penyidikan yang berhu-
bungan dengan tindakan hukum penyelesaian
tindak pidana komipsi.

Penegakan hukism, menurut Satjipto Ra-
hardjo, merupakan suatu proses untuk mewu-
judkan keingman-keinginan hukum menjadi ke-
nyataan, Keinpinan-keinginan hukim yang di-
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maksudkan di sini yaitu yang merupakan piki-
ran-pikiran badan permbentuk undang-undang
vang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hu-
kum it Perumusen pikimn pembuat hukum
yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut
menentukan bagaimana pencgakan hukum itu
dijalankan vang pada gilininnya, proses penega-
kan hukum ity memuncak pada pelaksanaannya
alch para pejabat penegak bukum ito sendi-
r. Dalam hal hubungan penegakan hukum pe-
nvelesaian tindak pidana koropsi yang dikerela-
sikan dengan kewensngan meliputi hubungan
hukum kewenangan Penyidik KPK dengan Pe-
nvidik Polr
Selanjutnya guna memuodahkan kesepaha-
man dalam kajian ini, maka disampaikan difinisi
operasional sehagai Berikut.
|, Tindak Pidans Kompsi adalah tindak pi-
dana sebagaimana dimaksud dalam Un-

dang-Undang Nomor 3] Tahun [904

tentang  Pemberantasan. Tindak Pidana

Korupsi sehagaimana telah diubah de-

ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

200 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberaniasan Tindak Pidana Konupsi.

Penvelenggara Negara  adalah  penve-

lenpgars negars schagnimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 28 Ta-
hun 1999 ientang Penyelenggara Negara
vang Bersih dan Bebas dan Korupsi,

Koluel, dan Nepotisme.

3. Pemberantasan tindak pidana  korupsi
adalah serangkaian tindakan untuk men-
cegah dan memberantas tindak pidana
korups: melalal upaya keordinasi, super-
visi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang
pengadilan, déngan peran serti masyaras
kat berdasarkan peraturan perundang-un-
dangan yang beriaku,

4. Komisi Pemberantazan Kompsi adalah

lembaga negara yang dalam melaksana-

kan tugas dan wewenangnya bersifal in-
dependen dan bebas dari pengaruh ke-

Kuasagn manapun.

Penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pega-

wai negeri sipil tertentu yang diberi wie-

wenang khusus oleh undang-undang un-

{ ]
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tuk melakukan penyidikan,

6. Penvidik Pegawai Negeri Sipil adalah
pejabat pegawai negeri sipil testent
yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan ditunjuk selake penvidik dan
mempunyal wewenang untuk melfakukan
penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hu-
kumnya masing-masing.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik - dalam hal dan menurut cara
vang diatur dalam undang-undang imtuk
meneari serta mengumpulkan bukii vang
dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna me-
nemukan tersangkanya,

5. Koordinasi-adalah suatu usaha yang sin-
kron dan teratur untuk menvediakan
jumilah dan waktu yang tepat, dan me-
ngarahkan pelaksanaan untuk mengha-
silkan suatu tindakan vang seragam dan
harmonis pada sasaran vang telah diten-
tukan. koordinasi {coordination) sebagai
proses pengmbegrasian lejuan-hjuan dan
kegiatan-kegistan pada satuan-satuan
yang terpisab sustu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efi-
SIET,

. Aspek Teoritik dan Metode Pendekatan

L. Aspek Teoritik

Makpa dari pemahaman negara hukum,
salah satu fungsinya yaitu hukum dapat menjadi
andasan strategis dalam. pémberantasan tindak
mdana korupsi, yang peranannya diberikan ke-
s=da institusi penegakan hukum yvang terkait
angsung dalam sistem peradilan pidana yaitu,
Lomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
XPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLRI1), Kejaksaan (Jaksa), dan Hakim, Arti-
sva bahwa dalam pemberantasan tindak pidana
worupst: hanya didasarkan atas kepentingan hu-
=TT

[ndongsia sebagai negara hukum, maka
dfalam menjalankan kewenangannya berdasar-
an hukum negara mempunyai 3 (tiga) prinsip
fasar vang wajib- dijunjung tinggi serta dijalan-
t=n oleh setiap warga negara, maupun pejabat-
=¥ vaihu: '

Aty Badiamid

Supremasi hukum;
Kesetaraan di hadapan hukum;
¢. Pepegakan hukum dengan cara-car
vang  (idak  berlentangan dengan ho
kum.

Dalam kontek pemberantasan tindak pida
na korupsi, terkait pesmasalahan yang ada, guny
memudnhkan pemecahaannya, penulis akan me
lakukan pendekatan melalui fegal svstem theory
Secara konkret, legal sistem tidak hanys sekeda
memuzt ketentuan hukum atau aturan  saja, tap)
juga mengenal prosedur, batas wewenang serts
terkail budaya kesadaran hukum masyarakat
Lawrence Meyer Friedman berpendapat bahws
sistem hukum senantiasa mengandung tiga kom,
ponen, vaitw; structire, substance, dan legal cul)
fure,

T

Kapan terkail penegakan hukum, sccard
objektil’ norma hukum yang hendak ditegakkan
mencakup pengeriian hukum formal dan hukum
materiel. Artinya bahwa vang dimaksudkan ded
ngan hukum formal vakni terkait dengan peratu
tan perundang-undangan yang tertulis, sedang-
kan hukum materiel mencakup pengertian nilai-
nilai keadilan yang hidup dalam masyvarakat.
Dalam demikian kajian yvang dituju yaitu pene-
gakan hukum dan penegakan keadilan. Penega-]
kan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian
faw enforcement” dalam ari sempit, sedangkan
penegakan hokum dalam ar Ioas; dalam arti
hukum materiel, diistilahkan denpan penegakan
keadilan. Jadi yang dimaksudkan disini untuk
menegaskan bahwa hukuim yang harus ditegak:
kan iti pada intinya bukanlah sekedar norma
aturan it sendic; melainkan termasuk nilai-ni-
lai keadilan vang terkandung di dalamnya,

Penegakan hukum, secara umun merupa-
kan suatu proses dilakukannya upaya untuk te-
gaknys atan berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
hubungan-hubungan hukum kehidupan berma-
syarakal dan bernegara,

Dralam hal ini penerapan hukum haruslah
dipandang duri 3 dimensi:

8. penerapan hukum dipandang sehagsi sis-
tem pormalil (mopmative sysiem) yaitu
pencrapan  Keselurphan aturan  hukum
yang menggambarkas nilai-nikai sosial
yang didukung oleh sanksi pidana.

b. penerapan hukum dipandang sebagai sis-

T
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tem admingstratif (adbnimstrative systen)
vang mencakup interaksi antars pelbapgai
aparatur penegak hukum yang menipa-
kan sub sistem peradilan diatas. .

. pencrapan hukum pidana merupakan sis-
tem sosial (soclal swsem), dalam ari
babwa dalam mendetinisikan tindak pi-
dana harus pula diperhitungkan’ pelbagai
perspekiif pemikiran yang ada dalam la-
pisan masyarakat,

Pendckatan deor hukum progresit, sccara
substansional merupakan salah satu upaya guna
mewjudkan cita dan mwjuan hukum yaito keadi-
fan guna dapat dirasakan oleh masyarakat hu-
kum sebagat subyek hukum, Teori teort hukum
progresif wvang dikemukakan oleh Satjipto Ra-
hardjo, dapat dimaknai bahwa proses perubahan
tickak lagi berpusat pada peraturan.. tapr pada
kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hu-
kum dalam ruang dan waktu vang lepat. Par
pelaku hukum progresif dapat melakukan peru-
bahan dengan melakuken pemaknaan vang krea-
tif terhadap peraturan vang ada, tanpa harus me-
nungEu perubahan  peraturan (cfignging e
law).

Selanjutnya, terkait kewenangan yang di-
miliki institusi penegak hukum dalam penega-
kan hukum pémberamtasun lindak pidana korup-
51 padda intinya  merupakan kekuasgan formal
ying berasal dari undang-undang, Fokus kajian
kewenangan adalah berkaitan dengan sumber
kewenangan dar pemeriniah dalam melaku-
kan perbuatan hukum, baik dalam hubungan-
rya dengan hukam publik maupun dalam hu-
bungannya depgan hukum privat, Kewena-
ngan yang bersumber dun peraluran perun-
dang-undangan, Kewenangan tersebul. meli-
puii; atribusi; delegasi; dan mandat,

Pada aspek Hukum Responsif, Nenet dan
Selentek lewat hukum responsif, menempatkan
hukum sehagai sarana respons ferhadap ketento-
an-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai
dengan sifatiya yvang terbuka, maka tipe hukum
ini mengedepankan akomodasi untuk menerima
perubshan-perubahan sosial demi mencapal ke-
adilan dan emansipasi publik. Kepedulian pada
akomiodasi aspirasi sosial, menyebabkan teor
ini tergolong dalam wiliyvah socinlegical Juris-
prudence.

Menurat Nonet dan Selenick iw. lulah se-
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babnya, hukum responsif mengandalkan dus
"doktrin" utama. Pertama, hokum itu harus
fungsionsl, pragmatik, berfujuan, dan rasional,
Kedua, kompetensi menjadi patokan - evaluasi
tethadap semua pelaksanaan hukum;

2. Metode Pendekatan

Dari permasalahan yang ada maka kajian
ini dilakukan dengan dua pendekatan yagtu! jurni-
dis normail, dan juridis sosiologis, Metode pen-
dekatan vuridis normaiil yaitu suat penelitian
yang secarn deduktif dimulai' analisa terhadap
pasal-pasal dalam peraturan perundang-unda-
ngan yang mengatur terkait permasalahan, Kaji-
an hokum secara yuridis maksudnya kajian yang

mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau-

pun erhadap daty sekunder vang dipunakan. Se-
dongkan bersifal normati’ maksudnya kajian hu-
kum yang bertujuan untuk memperoleh pengets-
hzan adrmatif tentang hubungen’ antira saiu pe-
raturan dengan peraturan lain dan penerapan da-
lam prakicknya.

Ruang lingkup kajian ini dititik beratkan
pada Hubungan Kewenangan hukum fungsional
Penyidik Komist Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) Dengan Penvidik Polri Dalam
Penvelesaian Tindak Pidana Korupsi.

0. Pembahasan

I. Kewenangan Fungsional Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
. Pembentukan Komisi Pemberanta-

san Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
Tentang Tindak Pidana Kertups:  digant
Dengan Undang-Uindang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Eotupsi. undang-undang mengania-
matkan unhik membentuk  sebuah komis
pemberaniasan tindak pidans korupsi vang
diserahi tugas dan kewenangan melakukan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi.

b. Lingkungan Strategis Sosiologis
Seiring tuntutan  masyarakat lingku-
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ngan nasional, regional maupun internasio-
nal terkan pemberantagan tindak pidana ko-
rupsi, perlu kehadiran sebush badan yang
bersifal khusus atau komisi.

Ada beberapa model komisi anti ko-
rupsi yang diterapkan olch beberapa negara
vang telah berhasil yaitu:

1) model yang memberikan kepada ba-
dan anti korupsi menopoli kewena-
ngan untuk melakubkan penvelidikan,
penyidikan, dan peruntutan,

2} model vang menempatkan badan anti
korupsi sebhagsi spatu insiusi yvang

memiliki  kewenangan  koordinatif

dan supervisi, lermasuk kewenangan
untuk metakukan penyelidikan, pe-
nyidikan, dan sekalipus kewenangan
penuntutan.

3) model badan anti korupsi yang hanya
memiliki kewenangan penvelidikan
dan penyidikan, sementara kewena-
ngan penuntutan tetap berads pada
kejaksaan,

- "Independent Commission Against
Corruption (ICAC)Y" di Hongkong.
ICAC didirikan pada tanggal 15
Februari 1974 berdasarkan “frefe-
pendent Commission Agaimis Cor-
ruption Ordinance (ehapter 204)"

- Badan Ant Korupsd Malaysia
(Badan  Peacegah - Ravual/Anii
Carruption  Azencyl.  Didirtkan
pada tahun 1967,

- Komisi Pemberantasan Korpsi di
Australia, Lembaga  indépenden
vang hertugas. memberantas ko-
rupsi di Australia khususnya ne-
gara bagian New South Waies, di-
‘beri pama ICAC  (Independemt
Commission dgainst Corrupiion).
bérkantor di Svdney. Didirikan
berdasarkan.  fndependent Com-
mission Against Corvigpiion Act
Momar 33 Tahun 1988,

- Singapura mendirikan badan anti
korupsi yang disebut CPIB (Cor-
rupt Fracrices: Investigation Ba-
rean), Pembentukannya berdasar-
kan Undang-undang Anti Korups
Singapura Prevertfion of Corrupii-

Apiv Hwalfanm|

on Act, sejak tahun 1960 dan te)ahy
berkali-kali dilskukan perubahan,|
yaitu tahun 1963, 1966, 1972)
1981, [989, dan 1991,

- D Thatland, Komisi Pemberanta-|
san Korupsi Saat ind vang diben
nama NCCC | Thie Novfomal Cobn-
fer Corvuption Commission), ber-
diri tahun 1975 bernama CCOC
(Conrter Corruption  Commiissi-
o) dan kemudian pada sejak No-
pember Tahun 1999,

c. Dasar Hukum Pembentukan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dasar hukum pembentukan terfuang
dalam Pasal 4% Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 vang berbunyi:

(1} Dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun sejak undong-undang ini mulai
berlaku, dibentuk Komisi Pemberan-
tasan Tindak Komupsi:

{2) Komisi sebagaimana dimaksed da-
lam pyat (1) mempunyai tugas dan
wewenang  melgkukan  koordinasi
dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan pe-
nuntutan sesuai dengan ketentuan pe-
raturan - perundang-undangan  vang
berlaky;

(3) Keangpotaan  Komisi  sebagaimang
dimaksud dalam ayat (1) terdivi amas
unsur pemenniab dan unsur masya-
ritkat;

(4} Ketentuan  mengenai  pembentokan,
Busunan organisasi, 1ata kerja, per-
tanggungawaban, tugss dan wews-
nang, serta keanggotain Komisi se-
bagimana dimaksud dalam ayai (1),
ayal {2}, dan ayat (3) digwr dengan
tndang-undang.

Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 ersebut. bahwa
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (disingkat KPK) dimaksudkan sebagai
sebuah institusi wang diberi kewenangan
melakukan penyelidikan dan penyidikan ser-
ta melakukan penuntutan terhadap tindak pi-
dana korupsi,

Pengan demikian, di dalam sistem pe-
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radilan pidana Indonesia ada tiga institus
yang berwenang unluk melakukan penyidi-
kan dalam perkara tindak pidana korupsi,
yiitu KPR, kepolisian dan kejaksaan.

EPK diber kedudukanm dan kewena-
ngan vang lehih, yakni ontuk melakokan ko-
prdinasi dan supervisi terhadap penyidik ke-
polisian dan kejaksaam, dan dapal mengam-
hil alih penyidikan yang sedang dilakukan
baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan,

Menindaklanjuti maksod  ketentoan
Pasal <3 Undang-Undang Momor 31 Tahun
1999, akhirnya pada tanggal 27 Desember
2002 disahkan dan diindangkan Undang-
Undang Nomeor 30 Tahun 2002 {entang Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pidina Korapsi,
dituangkan dalam Lembaran Negara Repub-
hik Indongsia Tahun 2002 Nomor 137,

“Tidak efektifnya upaya pemberants-
san tindak pidana korupsi melalul institusi
penegak hukum yang ada sefama ni (képoli-
sian dan kejakssan) merupakan salah salu
dasar pemikiran untuk membentuk komisi
pemberantasan Kompsi'.

Dalam salah satn Konsideran Undang-
Undang Nomar 30 Tahun 2002 dinyatakan,
bahwa;" lembaga pemerintah vang mena-
ngani perkara tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efekifl dalam memberantas
tindak pidana korupsi™.

d. Kewenangan Hukum Fungsional Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pidana
korupsi (KPK)

Kewenangan  hukum®  fungsionalnya
KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat
KPK,

1) Kedudukan hukum Komisi Pembe-
ranizsan Tindak Pidana Korupsi atau
disingkal KPK, Pasal 3 Komisi Pem-
berantasan Korupsi adalah lombaga
megara yang dalam melaksanakan ju-
gas dan wewenangnya bersifat inde-
penden dan bebas dan pengaruh ke-
kismsaan manapun,

2y Pasal 4 Komesi Pemberantasan Ko-
rupsi dibentuk dengan tujusn me-
ningkatkan daya guna din hasil guna
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terhadap upava pemberantasan tin-
dak pidana korupsi. Legitimasi kedu-
dukan KPK sebagai lembaga negars
tersebut, maka kewenangan hubum
fungsionalnya berakibat bukum me-
ngikat serta harus dijadikan dasar ho-
kum dalam kerangka melakukan tin-
dakan hukum maupun wpaya hukum
dalam ramgka tindakan penvelesaian
terhadap pelaku tindak pidana korup-
B,

3} Pasal 6 Undang-lindang Nomor 30
Tahun 2002 Temang Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi ke-
wenangan hukum  fungsional KPK
dinvatakan babwae;

Komisi Pemberantasan Korupsi mem-
prnyaL Tagas:

a) koordinasi dengan mstansi yang ber-
wenang melakukan  pemberantisan
tindak pidana korupsi;

b) supervisi terhadap instansi yang ber-
wenang  melakukan  pemberantasan
tindak pidana kornupsi;

c) melakukan penyelidikan, penyidi-
kan, dan penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana korupsi;

d) melakukan tindakan-tindakan pence-
githan tindak pidana korupsi, dan;

¢) melakukan monitor terhadap peaye-
lenggaraan pemerintahan negara.

Bertolak dari kelentuan mengenai tu-
zas komisi tersebhor, maka di dalam ketenty-
an-ketentuan selanjuimya dari Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dinunoskan  seperangkat  kewenangan -
kum fungsional wvang diberikan  kepada
KPK. (Seperti dalam proses sistem peradilan
pidana, misalnya melakukan penangkapan,
penahanan, penvitaan, dan sebagainya).

KK memiliki tugas penyidikan, yang
secara khusus dimungkinkan akan menim-
bulkan implikasi kewenangan secara konsti-
tusianal untuk memicu kecepatan dalam me-
nangani proses hukum dalam tindak pidana
korupsi, dan atau setidakmya Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2002, memerintah-
kan koordinasi maupun supervisi, dengsn
institusi penegak hukum lainnya,
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KPK, vang memiliki kewenangan me-
lakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakulan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap pelaku tindak pidans
korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang
melibatkan sparat penegak hukum, penye-
lenggara negara, dan orang fain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi
vang dilakukan ofeh aparat penegak hukum
atay penyelenggar negara; mendapat perha-
tian yanig meresghkan masyamkat; dan/atau
menyvangkot kerugian negara paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,00 {sat milyvar rupish).

EPE dapat menyusun jaringan kerja
{metworking) yang kuat dan memperiakukan
institusi yvang telah ads schagai “counter-
partner” yang kondusif selingga pemberan-
tazan korupsi dapal dilaksanakan secara efi-
sien dan efekifl tidak memonopoli tugas
dan wewenang  penyelidikan, penyidikan,
dan penuniutan; berfunasi schagai pemicu
dan pemberdayaan institusi vang telah ada
dalam pemberantazan korupsi (irizeer me-
ethanism); berfungsi untuk melakukan supee-
visi dan memantau institust yang telah ada,
dan dalam keadsan tertentu dapat mengame-
bil alih tugas din wewenang penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan  (superbody)
vang sedang’ dilaksanakan oleh keépolisian
dan/atau kejaksaan.

Implimentasi  Hubungan  Kewenanoan
Hukum Fungsional KPK Dalam Melaku-
kan Penyidikan Dengan Penvidik Polri.
a. Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor & Tahun
1981 tentang Hukum Acarz Pidana
[Lemburan Negara Republik Indone-
sig’ Tahun 1981 Nomor 76, Tamba-
han Lembaran Megara Republik In-
demnesia Nomaor 32095
2). Undang-Undang Nomor 2% Tahun
1999 tentang Penyeléngears MNepara
vang Bersih dan Bebas dart Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Megara Republik Indonesias Tahun
1990 Momor 75, Tambehan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia No-
mor 3851
3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun

4y,

.

).

8.

Azly Moo

1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 1994 No-
mae 140, Tambahan Lembaran Ne-
gara  Republik  Indonesia  Momor
3574 yang telah diubah dengan Un-
dang-Undang Momor 20 Tahun 2001
tentang Peruhahan atas Undang-Uin-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberaniasan Tindak Pidana Ko-
rupsi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Momor 134,
Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Momor 4 1503

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia (Lembuaran Negara

‘Republik Indoncsia Tahun 2002 No-

maor 2, Tambahan Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Nomor 4168 )

. Undang-Undang Nomor 30 Tabun

2002 wentang Komisi Pemberantisan
Tindak Pidana Korupsi {(Lembaran
Megarn Republik Indonesia Tahun
2002 Nomaor 137, Tambahan Lemba-
ran MNegara Republik Indonesia No-
mor 4250):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang  Kejaksaan Republik
Indenesia [ Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2004 tentang Penpadilan Tindak Pi-
dana Korupsi (Lembaran Megara He-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5074);
Persturan Pemerintah Nomaor 27 Ta-
hn 1983 tentang Pelakssnaan KU-
HAP sebagaimana telah diubah de-
ngan Peratutan Pemerntuh Nomor
iR Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemenmtah Momor 27
Tahun |983 temtang Pelaksanaan
KUHAP (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 990,
Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesin Nomor 5145 );

9), Peraturan Pemerintsh Nomor 71 Ta-
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hun 2000 tentang Tata Cars Pelaksa-
naan Peran Seria Masyarakal dan
Pemberian Penghargaan dalam Pen-
cegahan dan Pemberantazan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 No-
mor 144, Tambahan Lembaran Me-
garn Republik  Indonesia  Nomor
3993);

100 Instruks: Presiden Republik Indone-
gin Momor 3 Tahun 2004 tangeal 9
Desember 2004 tentang Percopatan
Pemberantasan Korupsi;

11).Keputusan Bersama Ketua KPK dan
JAKSA AGUNG BRI Nomor 11/
EPK-KEJAGUNG / XI / 2005 dan
Moemor KEP-347 £ A/ JA T 12 0 2005
tangzal 6 Desember 2005 serta,

12} Kesepakatan Bersana Antara Kejak-
saan Republik Indonesia, Kepolisian
Megara Republik Indonesia, Komisi
Pemberantasan Kompsi Republik In-
donesia Nomaor: KEP-O49/A/7 A 03/
2002, ‘MNomor: B23 NI2012 don
Momer: Spi=-3%01/03/2002;

h. Pokok-Pokek Lingkup Obyek Hubu-
ngan Kewenangan Hukum Fungsional
Penvidik KPK dengan Penvidik Palri.

Lingkup Kesepakatan Bersama Anta-
ra, Kepolisian Megars Republik Indonesia,
dan Komesi Pemberantasan Korupsi Repub-
lik Indonesia Nomor: B/23/ 2012 dan

Nomior: Spj-39/01/03/2012, adalah;
ap Pencegahan nndak pidana korapsi;

b} Penanganan perkara tindak pidana
korupsi;

¢} Pengembalion  Kerugian  keuangan
negara perkara tindak pidana korup-
B,

dy Perlindungan hukum bagi pelapor
dan saksi pelaku vang bekerjasama
(whisileblower ataw. fustice collab-
retors) dalam pengungkapan tndak
pidana korupsi.

¢) Bantfuan personil dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi.

fi Pendidikan/pelatihan bersama dalam
penanganan perkara tndak  pidana
Korupsi.

g} Jumpa pers dalam rangka penanga-
nan perkara tindak pidana korpsi,

. Implimentasi Hobungan Kewenangan
Hukum Fungsional Penvidik KPK De-
ngan Penyidik Polri Penanganan Per-
Ears Tindak Pidana Korupsi.

Tmplimentasi  Kesepakatan  Bersama

Antarn Kepolisian Negara Republik Indone-

sia, dengan Komisi Pemnberantasan Korups:

Fepublik Indonesia Momor: B/23/ HF2012

dan Nomor: Spj-3200103/2012, dalam hal

hubungan  kewenangan hukiom fungsional

Penvidik KPK dengan Penyidik Polri, untuk

ity berpedoman pada Lingkup Kesepakatan

Bersanun, vang diatur berdasarkan Pasal 4

dinyatakan bahwa, kerjasama penanganan

tndak pidana korupsi dilakukan dengan ca-

m:

a) Koordinasi;

b} Supervisi;

¢} Tukar menukar informasi;

d) Bantuan dalam penyelidikan;

¢) Bantuan dalam penyidikan;

i Bantwm dalam penuntutan;

g} Bantuan dalam pencadan tersangka
terdakwaterpdani;

Iy Bantuan dalam pelaksanaan putusan
pengadilan;

i] Bantuan pengawasan terpidana da-
lam hal pcmbehasin bersyarat.

Berdasarkan ketentuwan tersebut dalam
penerapannya yang dilakukan oleh Penyadik
KPK dan Penyidik Poin diperoleh fakia oleh
peneliti sebagai benkut,

I. Tindakan Koordinasi Pemberian
Informasi Penyidik Polri ke Penyi-
dik KPK.

Dalam pepanganan kasus tindak
prdana korupsi, sejak tahun 2004 hingga
tahun 2015, fungsi koordinasi dan su-
pervisi aniara KPK dengan POLR] dan
pemberian informasi proses penyidikan
dengan Surat Perintah Dimufainya Pe-
nyidikan (SPDP), hingga 31 Oktober
2005, di tahun 2015 KPK mencrima
SPDF dari Kepolisian sebanyak 2,565

perkaia.
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Jumlah kasus vang diinformasikan ber 2014 sejumlah 273 perkara, Kemu-
oleh Penyidik Polri kepada Penyidik dian [ Januari hingga 31 Oktober 2015
KPK pada | Tanuan hingga 31 Desem- mencapai 179 perkara.

Tabel 1: Jumlah Perkars tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah
Dimulainya Penyidikan (SPDP), vang diberilabukan ke KPE,
dari tahun 2004 hingga 31 Oktober 2015,

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2011 2012 2013 2014 2015 Jumilah
Kepolisian 120 171 520 169 191 92 196 220 200 234 273 179 2.565
Kejaksaan 297 582 644 437 446 558 1176 1.131 767 923 011 787 86356
Jumlsh 417 753 LI64606 637 650 1.372 1.351 967 1157 1184 963 11.221

Penindakan kasus tindak pidana vang mempunyal kewapiban un-
korupsi yang ditangani oleh Penyidik tuk menindaklanjuti penvelidiban
KPK dalam kurun waktu tahun 2004 adalzh instansi yang lebih dahnly
hingpa 30 Nopember 2015 mencapai mengeluarkan surat perintah pe-
2.238 perkara, dengan perincian; nyelidikun atau atas’ kesepakatan

“Per 30 Movember 2015 di - PARA PIHAK: Penyidikan yang
hun 2005 KPK melakukan pe- dilakukar pihak POLRI diberita-
nyelidikan 84 perkara, penyidi- hukan kepada pihak KPK. dan
kan 50 perkara, penuntwtan 38 perkembangannya diberitahukan
perkara, inkracht 32 perkara, dan kepada pihak KPK paling lama 3
eksekusi 33 perkara. Dan desgan {tiga} bulan sckali; Pihak KPFK
demikian, maka total penanganan mienerima  rekapitlasi  penvam-
perkarg findak pidana kormpsi da- patan bulanan atas kegiatan pe-
ri tahun 200M-2005 adalah pe- nyidikan vang dilaksanakan oleh
nyelidikan 749 perkarz, penyidi- pihak Polri: Penyelidikan dan pe-
kan 481 perkara, penuntutan 83 nyidikan tindak pidana komugsi
perkars, inkracht 313  perkara, oleh salidh sa pihak dapat dia-
dan ckaekusi 328 perkara™, lilkan ke pihak lain sesuai kelen-

tuan  peératuran  perundang-unda-

Tinplimentasi.  tindikan  hukurm ngan, dengan terlebil dahulu di-
vang bersifat koordinasi antara Pemyrdlik lakukan gelar perkara yang diha-
KPK dengan Penvidik Polrl dilakukan din oleh PARA PIHAK, yang pe-
berdasarkan pertimbangzan hukum sesii loksanaannya dituangkan dalam
Kesepakalan Bersama Antarg Kepolisian Berita Acara™
Negara Republik Indonesia, dengan Ko-
misi Pemberaniasan Korups: Hepublik 2, Tindakan hukum Penyidik KPK
Indopesia, MNomor: B23I2012  dan vang bersifat Pengambilalihan dan
Nomor: Spj=3%01/03:2012, Pasal ¥ yang Telah Divonis Pengadilan Tipikor
dimyatakan bahwa; Tahun 2014, antasa lain sehagai

“Dalam hal PARA PIHAK arli- berikut.

nya Penvidik KPK dengan Penyi- - Perkara TPK atas nanma terpidana
ik Polri melakukan penyvelidikan ZULKARNAEN DJABAR din
pada sasaran yang sama. untuk DENDY PRASETIA ZULKAR-
menghindari duplikasi penyelidi- NAEN PUTRA sehubungan de-
kan maka penentuan  instansi ngan bersama-sama  melakukan
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Tindak Pidana Korupsi meneri-

ma hadiah atau janji terkait de-

ngan pengurusan anggaran dan

alau pengadaan barangiasa di

Kementerian Agama Rl Toahun

Anggaran 2000-2012,

Putusan MA:

*  Terpidana T (Zulkamaen Dija-
har): Pidana penjara 15 (lima
bebas hun) tahun, denda Rp
300, 000,000 subsidair | {sa-
tu} bulan dan vang pengganti
Rops, 745,000,000 subsiddir 2
(dua) tahun,

»  Termdana 17 (Dendy Prasctia
Zulkarnaen  Putra):  Pidana
penjara & (delapan) tahun
denda Rp 300.000.000 subsi-
dair | {satu) bulan dan vang
pengeant BpS, 745,000,000
-subsidair 2 (dua) ahun,

Perkara TPK atas nama terpidana

RATNA DWI UMAR schubu-

ngan dengan Pelaksanaan Penga-

daan Peralatan keschatan untuk

Melengkapi Rumah Sakit Ruju-

kan Penanganan  Flu  Burung

yang dananya dari DIPA APBN-

P pada Dircktorat Jenderal Pela-

vanan Medik Depariemen Kese-

hatan Bl Tahun Anggaran 2007,

Putusan PT: Pidana Penjara 5 (-

ma) tahun dan denda RpSO0.000,

000 subsidair 3 (1iga) bulan.

Perkara TPK atas nama terpidana

KHAIRUL ANWAR DAULAY

sehubungan  dengan  menerima

hadiah atay janji unluk menda-
patkan provek vang terkait de-
ngan dana Bantoan Daerah Ba-
wahan (BDB) dan Pemenntah

Provinai Sumatera Utare kepada

Pemenmtah Kabupaten Mandai-

ling Matal vang bersumber dan

APBD Provinsi Sumatera LUtara

Tahun Anggaran 2003

Putusan PM: Pidana penjara 4

{empat) tahun & (cmam) bulan

dan denda Rp300.000.000 subsi-

dair 5 (lima) bulan.

Perkara TPK atas nama terdakwa
DHOEG SUSTLO  sehubungan
dengan pengadaan driving simu-
lator roda dua (R2) dan roda emi-
pat (R 4] pada Korps. Lalu-Lin-
tas Mabes Poln Tahun Anggaran
2011 dan diduga melakukan tin-
dak pidana pencucian uang da-
lam hubungannya dengan perbu-
atan menempatkan, mentranster,
mengubah bentuk, dan atau me-
nyembunyikan |/ menyvamarkan
agal-usul, Sumber, lokasi, képe-
milikan, dan ataun perbuatan me-
NETIFg AU MEnEUasai peneml-
tan, pentransferan, pembayaran,

‘atau menggunakan harta kekaya-

an vang diketabul atau patut di-
duga merupakan hasil tindak pi-
dana,

Perkara TPK atas nama terpidana
DEDDY KUSDINAR.  sehubu-
ngan dengan  pembangunan/pe-
ngadaan/peningkatan sarana ‘dan
prasarang olshraga di Hambalang
pada Kemenleran Pemuda dan
Mahraga Tahun Anggaran 2010-
2012,

Pumszan PN Pidana penjare 6
{enam) tahun, denda Rpl00.000,
000 subsidair 3 {tiga) bulan, dan
uang pengganti  Rp300.000.000
subsidair 6 (enam) bulan,

3. Koordinasi Penvidik KPK dengan
Penyidik Polri

Adapun koordinasi vang dilakukan

Penvidik KPK terhadap Penyidik Polri
dicontohkan mhon 2014 antara lain seba-
pai berikut.

Koordinasi dengan Polda Bali,
Kejati Bali, BPKF Prov, Bali tes-
kait hasil cck fisik dalam pena-
nganan perkara hindak pidana ko-
rupsi pengembangan sislemn dis-
tribusi air minum pekerjaan
konstruksi jaringan air bersihv/air
minum di Kec. Abang, Kec, Ka-
rangasem, Kec. Manggis dan
Kee, Kubu peda Dhnas PU Kab,
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Karangasem Prov. Bali. (Kegia-
tan ini dilaksanakan di Kejati Ba-
li pada 15 April 2014 dengan
apgenda paparan ahli reckait hasif
cek fAsik dan diskusi dalam rang-
ka percepatan penanganan perka-
ra tersebut ).
Kegiatan koordinesi dengan Ke-
jati dan Polda Kalimantan Sela-
tan terkait pemuktahiran data pe-
nanganan perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani oleh Ke-
jati dan Polda Kalimantan Scla-
fan,

*  Kegiatan  Koordinasi; data
penanganan  perkara Godak
pidana korupsi vang dilaksa-
makan olch Kejaii dan Polda
Kulimantan Selatan,

= Hasil koordinasi; diperoleh
informasi dan data penanga-
nan perkara yang dilaksana-
kan oleh Pold: dan Kejai
Kalimantan Selatan.

Kegiatan koordinasi dengan Pol-

da Bali terkait penanganan perka-

ra TPK pengembangan distribusi
air minum pekerjaan Konstruksi

jaringan air bersth/air minam di

Kee. Manggis, Kec. Karangasem,

Kee. Kubu, Kec, Abang Kabupa-

ien Karangazem APBD TA 2000

dan TA Z010:

Kegialan Koordinasi: Lapo-
ran Hasil Pengujian secarn
Laboratonis terkait sample pi-
pa yang terpasang di Kec.
Manggis, Kee, Karangasem,
Kee. Kubu, Kec, Abanz &
Kabupaten Karangasem un-
tuk mendokung terbitanya la-
poran  perhitungan keérugian
Megara.

*  Hasil koordinasi: Terbit lapo-
ran perhitungan kerupian ne-
Eard,

Koordinasi dengan ahli PT. Jasa

Raharja terkail TPK terhadap da-

na Sumbangan Wajib Dana Ke-

celakaan Lalu LIntas Jalan (SW-

Asziy .ﬁ'm

DKLLI) yang dilakukan oleh ter-

sangka Alamgvah pada periede

tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal

4 Juni 2009 di Kantor Samsal

Enganslaplam.

Kegatan yang dikoordinasi-
kan: Memfasilitasi ahli dan
PT. Jasa Raharga untuk ke-
pentingan penyidikan Polres
Rokan Hilie.

*  Hasil Koordinasi; Unit Koor-
sup telah memfasilitasi Pe-
nvidik: Polres Rokan Hilir
Provinsi Riau untuk melaksa-
nakan permintaan keterangan
ahli dort PT. Jasa Raharja.

Koordinasi dengan Penyidik Pol-

res Ponorogo terkail penanga-nan

perkara tindak pidana korupsi:
pembatigunan RELUD dr Harjono

Kabh. Ponorogo vang didanai de-

ngan APBN Tahun 2009 dan

2000,

*  Kegiatan yvang dikoordinasi-
kan: memfasilitasi pemerik-
saan saksi Y ulianis;

*  Hasil Koordinasi: telah dilak-
sangkan pengambilan ketera-
ngam/pemeriksaan Yulisms
sebagai saksi oleh Polres Mo-
norogs pada tanggal |1 De-
sember 2014

Koordinasi dengan Penyidik Pol-
da Maluky terkait penanganan
perkara tindak pidana  korupsi
dan tindak' pidans - pencocian
uang tentang adanva pengelolaan
deposito di Pemerintah Kabupa-
ten Sersm Bagian Timur.

«  Kematan yvang dikoordinasi-
kan: memfasilitasi pemerik-
saan saksi Muhammad Novi-
an (ahli TPPL),

*  Hasil Koordinasi: telah dilak-
senakah pengambilan ketera-
ngan‘pemeriksaan Mubam-
miad Mowian, 8H, MH (ahli
TPPL) pads moggal 9 De-
sember 2014,

‘Koordinasi dengan Penyidik Pol-
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da Maloko terkait penanganan
perkars tndak pidana  Konpsi
dan  tindak  pidans  pencucian
uang tentang adsnya pengelolaan
deposito di Pemerintah Kabupa-
ten Seram Bagian Timur,

*  Kematan vang  dikoordinasi-
kan; memfasihitasi pemerik-
saan saksi Endang Swashka
tahl Perbankan}.

»  Hasil Koordinasi: telah dilak-
sapnakan pengambilan  kete-
rangan/ pemernksaan Endang
Swastika  (ahli  Perbankan)
pada tanggal 9 Desember
2014,

4. Supervisi Penyidik KPK Terhadap
Penyidik Polri Tahun 24014,

Tindakan hukum supervisi Penyi-

dik KPE terhadap Penyidik Polri pada
tahun 2014 mencapai 90 kasus perkara
tindak pidana korupsi.

Adapun tindakan hukum fersebut

antara Jam sebagal berikut

K egatan supervisi (paparan per-
kara) proses penghitungan keru-
gian keuangan Negara oleh BPK
terkaii penanganan perkars duga-
an tindak pidana korupsi penga-
doan Alkes tahun 2006 pada Dit-
jen Binakesmas Depkes B disi-
dik oleh Dit Tipidkor Bareskrim
Poln tanggal 24 Februan 2014 &
Credung KPK Taniai 7.

Kegiatan supervisi (paparan per-
kara) teckait pemanganan perkara
dugann TPK dalam pengadaan
pembuatan peta lopografi skala
1:1000 pada Dinas Tata Ruang
Provinss - DK1 Jakaria  Tahun
Anggaran 2010 oleh Ditreskrim-
sus Polda Metro Java tanpgsl 27
Februari 2014,

Dugaan TPK pada kegialan pen-
tas seni dan promosi budayva dae-
rah di Anjungan Provinsi Beng-
kulu Taman Mini' Indonesia In-
dah (TMIT} Jlakana pada Dinas
Perhubungan Komumkasi Infor-

matiks, Kebudayasn dan pariwi-

sata Kab. Bengkulu Selatan TA

2011,

= Posisi scbelum  disupervisi:
Perkara terkiendala karena di-
kemibalikan oleh Jaksa Pene-
liti kepada Penyidik

= Posisi  setelah  disupervisi:
berdnsirkan surat perintah -
gas’ MNomor;  GL0E-20011/
2002, perkars mi dilakukan
supervisi, Setelah dilakukan
superyisi, Putusan Pengadilan
Tipikor pada Pesgadilan Ne-
geri Bengkulu pada tanggal
25 November 2013 memubis-
kan wunfuk terdakwa Fauzi
Murman {pidana penjara 1 ta-
hun, dends RpSO juta subsi-
der | bulan dan membayar
vang pengganti Rpl46 juta)
dan terdakwa Densi {pidana
penjara | tahun, dends Rps0
Juis subsider 1 bulan dan
membayar usng  pengeinti
Rp 15 juta).

Dugaan TPE Pembangunan sara-

na ibadah di Desa Cinto Mandi

Kecamatan Bermani  Iliv  Kab,

Kepahiang SKPD Dinsosnaker-

trams - Kepamang surnber dana

APBD Kepahiang TA 2009

*  Posisi sebelum  disupervisi:
Perkara terkendala karena di-
kembalikan oleh Jaksa Péne-
liti kepada Penyidik,

*  Posist  serelah  disupervisi
berdasarkun surat perintah tu-
gas  Nomor:  G101-20001/
2012, perkara imi dilakukan
supervisi. Setclah  dilakukan
supervisi, perkara ini telah di-
limpahkan Penyidik kepada
Jaksa Penuntut Umum/P-21
tahap 2.

Dugaan TPK Pembangunan Jalan

Nusakambangan Kab, Cilacap ta-

hun 20415,

*  Posisi sebelum  disupervisi:
perkarn  terkendaly karena
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BPKP  Jlateng belum dapat
menghitung  kerugian  keua-
rgan negara.

* Posisi  setelah  disupervisi:
berdasarkan surat perintah tu-
Zas’ Nomwor: 0901-20/ 04/
2012 tgl 24 April 20012, per-
kara ini dilakukan supervisi,
Hasil supervisi Tim sepakat
telah terjadi perbustan mela-
wan hukum  dan  schelum
BPKP  melakukan perhitu-
ngan kerugian Keuangan ne-
gara terlebih dahulu dilaku-
kin pengujian fisik, Setelah
dilakukan supervisi, ditindak-
lanjuts dengan meminta Dinas
PU menguji stk jalan dan
temyata hasil pengujian me-
nyatakan pekerjaan telah se-
sual dengan Spek, sehingga
perkars ini dihentikan penyi-
dikannya.

Dugaan TPK pengadaan  jasa

konsultansi pembustan  Detail

Engeenening design (DED) Inta-

ke dan transmisi di PDAM kota

Tegal tahun 2009,

= Posisi sebelum  disupervisi:
Perkara terkendala karena di-
kembalikan oleh Jaksa Pone-
liti kepada Penyidik.

+ Posist setelah  disupervisi:
berdasarkan surat perintah -
gas  MNomor  0907-20/0d/
2012 gl 24 April 2012, per-
kara ini dilakukan supervisi.
Setelah dilakukan supervisi,
Putusan Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Se-
marang pada tanggal 01 Feh-
ruari. 2013 miemuotoskan an-
tuk terdakwa Moh, Tgbal (pi-
dana penjara 7 tahun, denda
Rp30h juia subsider 6 bulan
den membayar uang peng-
gants RpS4a. 131, 100

Hasil supervisi atas perkara tin-

dak pidana korupsi atas nama ter-

sangkd Berkah Mofaje Sarukur

Aziy Bivalinain

Caropebola Bin Kamarullah yang

disidik oleh Ditreskrimsus Polda

Lampung telah dinvatakan leng-

kap (P-21) oleh Kejaksaan Ting-

gi Lampung berdasarkan Swrat

Nomor; B-780 N.8 5/Ft1/02/

2004 tangpal 28 Febmuar 2004

perthal pembertahuan hasil pe-

nyidikan perkara tindak  pidana
korupsi atas nama tersangka Ber-
kah Moilaje Sarukur Caropeboka
Bin Kamarullah.
+ Posizi sebelum  disupervisi:
Penanganan perkara ini oleh
Penvidik Polda NTT terken-
daly bahwa terdapat perbeda-
an pendapat dan Penuntut U-
mumn selaku pencliti berkis
perkars terkait tentang jumlah
kerugian®  keoangan negara
vang telah’ dihitung  oleh
BPKP Perwakilan NTT de-
ngan Total Lost, karena ke-
nyataannya lerdapat  pupuk
vang telah dibeli oleh reka-
nan walsupun pembelian pu-
puk terschut terdambat dar
wakiu yang telah ditentukan,
= Posisi setelah disupervisi; Se-
telah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dan dilaksana-
kan supervisi bersama [KPK,
Pidsus Kejagung, Was Keja-
cung, Baresknm Polri, Kejat
WTT, Polda NTT) bertempal
di kanmior Kejai NTT, tim
memberikan  rekomendasi
bahwa
a) Agar penvidik dan pe-
nuntut wmum selaku pe-
neliti berkas perkara ber-
koordinasi secara intensif
dalam mngha memperce-
pat  proses  penyvelessian
penanganan perkara;

by Agar penyidik dan penun-
tut umum selaku peneliti
berkas perkarn berpedo-
man pada hasil perhitu-
ngan kerugian keuangan
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negara BPKP Perwakilan
NTT sebapsi alat buku
sah: yang akan diperiang-
gungiawabkan eleh ahli

di persidangan;
ci Berkas perkara atas nama
tersanghka Kalumbian Mali
(selaku penyedia barang/
jasa)  dinyatakan  sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Momor B-272/P.5/
FLLANZ004 tanggal 24
Januari 201 4 perihal pem-
berttahuan peayidikanan.
Tsk Kalumban Mali su-

dah lengkap).
Dugaan tindak pidana  kKorupsi
pengadaan belanja  bahan/ohat-
obatan untuk intensifikasi tane-
man padi dan palawija pada Di-
nas Pertanian dan  Perkebunan
Prowinsi Musa Tenggara Timur
TA. 2009, atas nama tersangka
Petrus Muga (sclaku pengpuna

‘ARgEdran).

»  Posisi sebelum  disuperyisi:
Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terken-
dala bahwa terdapat perbeda-
an pendapat dar Penuntut L-
mum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumlah
kerugizn: keuangan nepara
viang telab dihitung . cleh
BPKP Perwakilan NTT' de-
ngan Total Lost karena ke-
nyataannya terdapat pupuk
svang telah dibeli oleh reka-
nan walaupun pembelian pu-
puk tersebut terlambat dan
waktu vang telah ditentukan,

*  Posisi setelub disupervisi; Se-
lelah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dan dilaksana-
kan supervisi bersama (KPE.
Pidsus Kejagung, Was Kija-
gung, Bareskrim Polri, Kejafi
MTT, Polda MTT) berlempat
di kantor Kejati NTT, tim
memberikan  rekomendasi

-

babwa:

a) Agar penvidik dan penun-
tut umum gelaku penelin
berkas perkara berkoordi-
nasi secara intensif dalam
rangka mempercepat pro-
ses  penyelesatan  pena-
nganan perkars;

b} Apar penyidik dan penun-
tul umum setaku penelin
berkss perkara berpedo-
man pada hasil perhitu-
ngan kerugian keuangan
negara BPKP Perwakilan
WTT sebagai alat bukti
sah: yang akan dipertang-
gungjawabkan oleh ahli
di persidangan;

c) Berkas perkars alss nama
tersangka Petriis  Muga
(selaku penpguna anges-
ran}  dmyatakan  sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Momor B-274/F.3/
FLIAIA2014 tangeal 24
Janwari 2014 perihal pem-
beritabuan  penyidikanan.
Tsk Petrus Muga sudah
lengkap).

Dugsan TPK pemgadaan perala-

tan  kedokieran, keschatan dan

KB Tahun Anggaran 20012 pada

Dinas Kesehatan Kota Palu atas

marna Tersangka Agus Salim,

Posisi sebelum - disupervisi;

Tahap Penvidikan,

* Posisi setelah disupervisi: P-
21 berdasarkan Surat Pelim-
pahan Perkara Acara Peme-
riksaan Biasa: Nomor:B-701/
R.2. 10/ Ft.1/ 04/ 2014 tang-
gal 28 Maret 2014,

Dugaan TPK pada kegiatan pe-

ngadaan lanah lokasi Tempat Pe-

makaman Umum (TPLD Kot

Ambon tahun anggaran 2003 de-

ngan lemsangka Simon Mustamu

(mantan Kepala BPN Kota Am-

bon.

*  Posisi sebelum  disupervisi:
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Ferkara terkendala karena di-
kembalikan oleh Jaksa Pene-
liti kepada Penyvidik.

* Posisi  setelah  disupervisi;
berdasarkan surdt perintah -
pas  Momor:  7220-25/05/
2013, perkarn ini dilakukan
supervisi, Setelah dilakukan
supervisi, Berdasarkan surat
Polda Maluku Nomor: B/T3/

2014 tgl 5 April 2014, te-
lah dinyatakan |engkap dan
tersangka telah diserahian ke
Penuntut  Umum  Kejaksaan
Tinggl Maluku 1gl 28 April
2014,

Dugaan tindak  pidana  Kieupsi

dana ganli rugi fanaman yang ler-

kena proyek jalur SUTET {Salu-
ran Ldara Tegangan Extra Ting-
gy PLM Semarang & wileyah

Timbulharje Sewon Bantul tahun

2005, atas nama tersangka Subs-

kit (5elaku kepala:duson) dik.

¢ Posisi sehelum disupervisi:
Bahwa Polres Bantul berda-
surkan Surat Perintah Penyi-
dikan Mo Pol SP Sidik/52/01
2006/ Res. Bantul tanggal 13
Februari 2006 telah melaksa-
nakan penyidikan tindak pi-
dana korupsi dana’ gani mge
tanaman yang terkena proyck
Jalur SUTET (Saluran Ldara
Tegangan Extra Tinggi) PLN
Semarang di wilavah Timbul-
harjo  Sewon  Bantul  1ahun
2005, atas nama tersangka
Subakir, tersangka Sriwanto,
tersangka Setivawan; Proses
pri-penuntutan telah dilaky-
kan penyerahan herkas perka-
ra (fhapl) dan terkendala pe-
timjuk P-19, schingga untuk
memenuhi P-19 tersebut pada
tanggal 19 September 2012
penyidikan dialihkan dan di-
laksanakan oleh Polda DIY.
Hingga Juni 2003 penyidik
masih melengkapi  petunjuk

Aziv Buralferty

(P-19) melengkapi alat bukti
i antaranya  melaksanakan
pemeriksaan saksi-saksi, pe-
meriksaan ahli, Telah dilak-
sanakan gelar perkara ber-
tempal di Polda DY pada.Ju-
li 2043, yang pada intinya
agar penyidik segera meleng-
kapi petunjuk (P-19) dari Pe-
nuntet Umum pada Kejari
Bantul dan mengungkap pi-
hak lain yang terlibar dalam
perkara tindak pidana korupsi
dimaksud.

«  Posmisi setelah disupervisi: Pe-
nanganan perkarn tndak pi-
dana korupsi dana, ganti rogi
lanaman ying terkenk provek
Jalur SUTET (Saluran Udara
Tepangan Extea Tinggi) PLN
Semarang di wilayah Timbul-
harjo Sewon Baniul tihun
2005 atas nama terdakwa Su-
bakir, terdakwa Sriwanto, te-
rdakwa  Setivawan telah di-
limpahkan ke PN Tipikor
Yogyakartn berdasarkan Su-
rat Pelimpahan Perkara Keja-
ri_Banml Womor BD20.4.
I3 Fel/ 03201 anggal 13
Mei 2014 dengan dakwauan
Primair Pasal 2 avai (1) Jo.
Pasal 18; Subsidair Pasal 3
Jo. Pasal 18 aiau Pasal 9 LU
Nomor 31 tahun 1999 Jo. UL
Moamaor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pida-

na Korupsi,

Supervisi perkara TPK i bagian
pemienntaban  Sekretarint  Kota
Tenjung Pinang tentang pembe-
basan lahsn untuk pembangunan
USE sékolsh terpade  melalo
APBD Tahun 2009 yang dilaku-
kan olch Tersangka stas nama
Svafrizal,
*  Pasisi sebelony  disupervisi;
Belum ada penetapan ter-
sangka atas nama Svafrizall
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sebagar pihak vang ot ber-
fanggungiawab sebagai pela-
ku tindak pidana korupsi.

+  Posisi setelah disupervisi: Pe-
nyidik Polres Tanjung Pinang
telah menetapkan Tersangha
atas-nama Syafrizal berdasar-
kan Surat Perintah Penydi-
kin Polres Tanjung Pinang
nomar SprincSadik’ 320 VIL
2014/Reskrim ranggal 15 Juli
2014,

Supervisi perkara TPK dihigian

Pemerintahan  Sekretanat - Kota

Tanjung Pmang tentang pembe-

basan lahan untuk pembangunan

USB sekolah terpadu  melalw

APBD Tahun 2009 vang dilaku-

kan aleh tersangka atas nama

Deddy Chandra,

*  Posisi scheélum disuperviss
Penvidikan terkendala peme-
nuhan peiunjok jaksa peoun-
ot umium (P-19) atas penyve-
rabkan berkas tahap-1 dan pe-
nyidik Polres Kola Tanjung
Prnang.

= Posisi “setelah  disupervisi
Berkas perkara atas noma ter-
sangka Deddy Chandra tclah
dilakukan penyerahan ter-
samgka dan bamang bukt (a-
hap 1} oleh Penvidik Polees
Tanjung Pinang kepada Jaksa
penuniut umum pada kejaksa-
an nmegen Fanjung  Pinang,
berdasarkan surat Polres Tan-
jung Pinang kepada Kajari
Tanjung  Fimang  nomors
SPTB2T/VIE-2014 -Reskam
tanggal 14 Juh 2014,

Perkara TPE tindak pidana ko-

rupsi pengadasn belanja bahan!

phat-obatan  wntuk. intensifikasi
tanaman padi dan palawija pada

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Muss Tenggara: Timur

TA. 20080, atas nama tersanghka

Kalumban Mali (selakuy penyvedia

barang/jasa).

Posisi  sebelum  disupervisi;
Penanganan peikara ini oleh
Penyidik Polda NTT terken-
dala baimva terdapat perbeda-
an pendapat dari Penuntut -
mum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumlah
kerugian keuangan negary
yang telah dihitung oleh BP-
KP Perwakilan NTT dengan
Total Lost, karena kenyalaon-
nya lerdapal pupuk yang te-
lah ditseli oleh rekanan wias
laupun pembelian pupuk ter
sebut terlambat dari waktu
yvang telah ditentokan,

Posist setelah disupervisi Se-

telah dilaksanakan beberapa

kal koordinasi don dilnksana-
kan supervisi bersama (KPK,

Pidsus Kejagung, Was Keja-

gung. Bareskrim Polri, Kejati

NTT, Polda NTT) bertempat

di ksntor Kejati NTT, tim

memberikan rekomendas

halwa:

a) - Agar penyidik dan penun-
it umum selaku penelit
berkas perkara berkoordi-
nisi secara intensif dalam
rangks mempercepat pro-
ses - penyvelesman pena-
nganan perkara.

b3y, Agar penyidik dan penun-
tut umum sclaku penelitl
herkas perkarn  borpeda-
man pada hasil perhitu-
ngan kerugisn keusngan
negara BPKFP Perwakilan
MTT .sebagai alat buko
sah yang akan diperiang-
gungjawabkan oleh ahli
di persidangan

) Berkas perbara atas nama
tersanghka Kalumban Mali
(selaku penvedia barang
Jjasa)  dinyatakan  sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Nemor B-272P.3)
FLIAO1/2014 tanggal 24
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tanuari 2014 peribal pem-
bertahuan penyvidikan an.
Tsk Kalumban Mali su-
clal lengkap),

d) Putusan Pengadilan Tipi-
kor Kupang, terdakwa di-
vois B tahun  penjuns;
denda 300 juta subsider 3
bulan  dan  membayar
uang peneganti Rp 503,
SO QORI

& Bantuan Tehnis Operasional Pe-
nyidik Polri terhadap Penvidik
KPK dalam Penyelidikan dan Tin-
dakan Penvidikan,

Kegiatan tindakan hokum berupa
proses. penvelidikan  dan' penyidikan
vang dilakukan eleh Penyidik Polri, vai-
fu terkail surana Sumberdava Manusia
atau tenaga penyidik dan penvelidikan.
Terkait hal tersebul, secara tehnis dalam
mngka pemenuhan tenaga penvelidikan
dan tenaga penyidik, KPK memperguna-
kan dusar hukum Kesepakatan Bersama
Antara Kepolisian Negarm Republik [n-
donesia, dengan Komssi Pemberantasan
Korupst Republik Indonesin Nomor B
222 dan Nomor: Spi-39/017 03/
2011 2 yung diatur dilam Pasal 12 dan Pa-
saf 22

Bantuan Dulam Pepyidikan, berda-
sarkan Pasal 12 dinvatakun hahwa:

(1) Dalam penyidikan perkara tindak
pidana koropsi, salah satu pihak
dapal meminta bantusn  pihak
lain aneara lain karena adanya ke-
terbatasan sirana dan prasarana
alaupun kewenangan yimg dirmi-
likinya.

(2} Bantuan - sehagaimana dimaksud
pacts ayal (1) antaga lain:

a. Bantwm pengamanan dalim
rangka  pertmdungan  sakey
pelapor;

Bantuzn ahli;

Bantuan komputer forensik:

Bantwan perekaman dan pe-

nyadapan;

e. Banman persomil pengama-

=S =

Agis Budiaress
hiie

L Bantuan perlengkapan; dar
atal

g Banman laionya berdasarkin
ketentusn  peraturan  penin-
dang-undungan,

Selanjuimya Bantuan  Personil
berdasarkan  Pasal 22 dinvatakan
babwa;

(1} 5alah gatu pihak dapal meminta
bantush pihak lan apabila me-
merliakan fenaga personil penye-
lidik, penyidik; penuntut umum,
ahli keyangan, ahli  komputer
atan tesagn ahli fainnya dalam
rangka pemberantasan tindak pi-
dana korupsi;

{2} Permintaan bantuan personil di-
sampaiken secara tertulis de-
ngan menjelaskan  kebutuhan
jumlab personil dan tujuannya,

Berdasarkun kescpakatan bersama
antarn Repolisiun Negara Republik In-
donesia dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia tersebut, da-
lim hal memenuhi kebistuban tenaga Pe-
nyeiidikan dien PETT'.-‘IdI]': KPE mempero-
leh bantuan personil dari Polr, menin-
duklanjuti Pasal 22 tersebul, scauai ke
butuhan yang dipar]lldmn.

“Saat ini hingga 31 Desember
2014, KPK memiliki persenil  Penveli-
dik 60 orang, Penvidik 102 arang serla
personil Unit Kerjs Koordinasi dan Su-
pervisi 12 armng . ©

Banfuan Personil Pengamanan, Pe-
nyidik KPK selalu berkoordinasi dengan
Polri, guna kepentingan Penvelidikan
Imsiupun penyidikan,

"Secara whnes operasional, setiap
tindakan Penyelidikan maupun rangkai-
an tindakan hukum Penyidikan oleh Pe-
myidik KPK koordinasi tedaksana berda.
sarhan. Ketemtuan vong beriaku. Koorli-
nasi Penyidik KPK dun Penyidik Poln
terkait pemenuhan. bantuhan personil pe-
ngamanan oleh Polr diberbagai wilayah
hukum operasi tindakan hokum selalu
terpenuhi, sctelih prosedur persyaratan
administratil dari Penyvidik KPE diki-

T



568

Jurmal Loy Dibenm, Vol J8L, Moo 2, Jund 2007, hal, 349 - 573

rimkan ke Penvidik Palri™,

Pemenuhan personil Polt untuk

bantuan pengamanan dalam rangka pe-
nyidikan oleh Penyidik KPK dalam be-
berapa perkara tindak pidana korupsi se-
bagai bertkut;

1).

2L

Koordinasi bantan Pengamian Per-
somil Polri dan Penyidik Poln dalam
rangka penggeledahan dan penyitaan
tersangka Fuad Amin mantan Bupati
Bangkalan - Jawa Timur yang dilan-
Jutkan dengan penangkapan dan Pe-
nahanan,

Selain petugis KPK. Kepolisian se-
tempat mengerahkan 1 peleton Sa-
bhara Polres Bangkalan, | unit Sat
Intel, dan 1 unit Sat Reskrim. Ada
sckira 40} personel yang melakukan
penangkapan.

Kasus Simulator SIM. KPK mengge-
ledah gedung Korlantas Senin (30 7/
20012} pukul 1600 setelah melaku-
kan Koordinasi dengan Ka. Polr,
waktu itw, Jenderal Palisi Tiniur Pra-
dopo. Pengpeledahan KPK di Kor-
lantas berlangsung hingga Selasza (31
7/2012). Saat melakukan pengeele-
dahan, penyidik KPK di Gedung
Korlantas Jalan Gatot Subroto Jakar-
ta Selatan. di damping banyak ang-
gota Polri,

KPK menyatakan telah menetapkan
Dyjoko Susilo, Selasa (31/7/2012) se-
bagai tersangkys. Pada mulanya pihak
Bareskrim menolak penggeledahan
kantor Kordantas di Jalan Gatot Su-
brote, Jakarta Selatan. Alasannva;
Bareskrim Polri sedang melakukan
penvelidikan kasus lerschut,
Mengingat kasus terschut mempero-
leh perhatian luas dari masyarakat,
makia KPK menetapkan dan mengu-
mumkan Djoko Susilo, Kakorlantas
ditetapkan schagai tersangka kasus
tersebul.

Scbelumnya, pada April 2012, mela-
lui pemyataan Brigjen Pol Boy Rafli
Amar yang saat itu menjabat sebagai
Eepala Bagian Penerangan Umum
Polri membantah Inspektur Jendreal

Polisi Djoko Susilo menerima: suap
Rp 2 miliar duri provek pengadaan
simukator kemudian motor dan mohil
senilal Rp 196,87 miliar ketika me-
mimpin Korps Lalu Lintas Polri,

Intinva. puda saat Penyidik KPK me-
lakukan penggeledahan serta penyi-
taan berkas-berkas alat bukti, pihak
Bareskrim tidak serta mera melaku-
kan dukungan pengamanan kepada
penyidik KPK di kantor Korlantas
Polri yang waty itu, kepalanya Djoka

Susilo,™

3). Penahanan  Ratu  Atul, Gubernur
Banten,
Komisi  Pemberantasan  Korupsi

(KPK} menahan Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah, Jum®at tanggal
2WI22M3  langsung  dibawah ke
Rumah Tahanan Pondok Bambu, Ja-
karts. Sebelumnya, Selasa (17 120
2013) dinthari, KPK melakukan
penggeledaban di rumah Gubernur
Banten Julan Bayangkara No 51 Ci-
pocok, Serang Banten, di bantu | pe-
leton Sabhara Polresta Kota Serang-
Banten, 1 unit Sat Intel, dan 1 unit
Satl Reskrim.

Implimentasi hubungan kewenangan hu-
kum fungsional Penyidik KPK dengan Penvidik
Poln, pada dasamya merupakan perilaku vang
harus dipertanggungjawabkan guna kepentingan
tujuan hukum, yang didalamnya berintikan, ke-
manfaatan bukum, kepastian hukem seris kea-
dilan,

Demikian pula seharusnya kewenangan
dan fuongsi mstitusi KPK yang diatur oleh Un-
dang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK}. Demikian juga dalam mengimplikasikan
Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional Pe-
nyidik KPK dengan Penyidik Polri Dalam Pe-
nyelesaian Tindak Pidana Korupsi, haros diper-
tanggungjawabkan sesuai kehendak hukum, se-
suai kehendak tujuan hukum, serta sesusi ke-
hendak negara yang berdasarkan hukum.

Implimentasi  adanya  tindakan  hukum
wvang saling menginformasikan, saling mengko-
ordinasikan, saling memberikan dukungan sara-
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na SDM dalam hal melakukan tindakan hulkum
penyelidikan dan penvidikan melalul kewena-
ngan hukum fopgsional Penvidik KPK maupun
Penvidik Polri. dalam hal penanganan perkara
penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan
Jjenis perkaranya sejak tahun 2004 hingga 2014,
dan bahkan hingga tahun 2015 hal tersebut
membuktikan balvwa penanganan perkara dalam
penyelesaian tindak pidana korupsi ditakukan
melalui fungsi penvidikan mempernleh kepasii-

an hukum melalui proses peradilan Tipikor vang:

ada diwilavah hukum seluruh Indonesia.

Bersandar pada Kesepakatan Bersama An-
tarz. Kepolisian Negara Republik Indonesia, de-
ngan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor: B/Z23ILZ012; Nomor: Spj-
3901/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, Paszal 2, bahwa
Maksud Kesepakatan Bersama mi adalsh uniuk
meninghkatkan kerja sama antara PARA PIHAK
dalam melakukan pemberan-tasan tindak pidana
korupsi sccara optimal, dalam kasus tetentu tin-
dak pidana yang pelakunya bukan dari unsur
institusi Poln, dava dukung Penyidik Polr ber-
perilaku proporsional dan profesional.

Jika dikaitkan dengan teori hukum res-
ponship dan weori hukum progresif, dalam go-
na perwujudan tujvan hukom, hubungan kewe-
nangan hukum fungsional Penvidik KPE de-
ngan Penyidik Polri, maka kedudukan Ledua
mstitusi tersebat telah menerapkan perilaku
kewenangan fungsional yang mengarah kepa-
da-tercapainya keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan bagi masvarakat. Perilaku terse-
but, jugs sesoai kehendak Pasal 3 tentang tu-
Juan Kesepakatan Bersamd vaitu leércapainiyi
kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tetapi dalam penanganan kasus alat si-
mulator 8IM Korlantas Polri, justru terjsdi ter-
Jadi inkonsistensi perttaku yang dilakukan oleh
Penyidik Bareskrim Polri, setidaknya terdapat
dua hal penting yang berpengarub terhadap
kualitas perilaku yang tidak atau kurang pro-
porsional, tidak profesional serta tidak transpa-
ran dan melanggar kesepakatan ity sendiri. Pe-
rilaku tersebut, viitu berupn dava dukung ban-
fuan pengamanan yang kurang maksimum ke-
pada Penyidik KPK.

Perilaky tersebut  bertentangan dengan

Aziv Budignio

Pasal 10 avat {1} (1) Dalam hal PARA PI-
HAK nienangani suatu perkara vang berkaitan
{(maksudnya: tindak pidana korupsi) maka
PARA PIHAK dapat saling tukar menukar in-
formasi berkaitan dengan perkara vang sedang
ditangani. Pernyataan Penvidik Polr, pada'saat
Ketua KPK memberitahukan bahwa akan me-
netapkan: Djoke Susilo sebagat tersangka 31
Juli 20012 (pagi har lebih kurang jam 10.00-
11080 kepada Kapolri, Timur Pradopo. Penyi-
dik Bareskrim menyatakan sedang mefakukan
penyelidikan kasus yang swma. Tapl faktanva,
Penvidik Palri belum menetapkan tersanp-ka.
Dilain piliak kasus tersebul memperaleh soro-
ian masyarakat luas. Untuk itu pada tanggal
yang sama lebih kurang pukul 15.00 Penyidik
KPK menetapkan Djoko Susilo, schagar ter-
sangka alat Simulator SIM.

Seharusnya, berdasarkan Pasal 10 avat
(1) Kesepakatan Bersama Anlara Kepolisian
Megara Republik Indonesia, dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik  Indonesia
Nomor: B23A120012: Nomor: Spd-39/01/03
20112 Tentang Optimalisasi  Pemberantasan
Tindak Pidana Komupsi, jika benar pihak Pe-
nyidik Bareskrim Polri telah melakukan pe-
nyelidikan, maka PIHAK Penvidik telah mem-
berikan informasi kepada Penyidik KPK, jauk
sebelum tanggal 31 Juli 2012,

Dari kronologis peristiwa tersebut, pe-
nyidik Bareskrim cenderung atau diduga tidak
proporsional, tidak profesional - serta  tidak
transparan dan melanggar kesepakatan it sen-
eliri.

Akibamyi, jika dikaitkan dengan teor
tujuan hukum, teor hukum responship seria
tzori hukom progresif, dapat dianalogikan te-
lah terjadi pencederaan terhadap. perwujudan
keadilan, pencederaan kepastian hukum dan
kemantaatan hukium bagi masyarakat, aleh pe-
negak hukum yang seharosnyva melaksanakan
kewenangan fungsionalnya secara berdaya. -
na, dan mengopti-malisasikan hubungan kewe-
nangan hukum fungsional anfara Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesai-
an tindak pidana korupsl.

Berdasarkan kajian implimentas: hubu-
ngan kewenangan hukum fungsioral Penvidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesa-
an tindak pidana korupsi, dalam hal koordinas:

564
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tindakan hukum penyidikan fakta hokamnya
tiddak semua kasus tindak pidara koropsi yeng
ditangani penyidik Polri diberitahulan Kepads
Penvidik KPK, terutama jika pelakunya-dan
internal instivusi Polri. Kasus tersebot dapat di-
contohkan vaitu kasus alat simulasi SIM Ka-
korlantas Palri.

Alibat terjadinya perilaku  yang cende-
rung atau tidak proporsional, tidak profesional
‘gerti tidak tranfaran dan melanggar Kesepaka-
tan Bersama Antara Kepolisian Negara Repub-
lik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan
Knrupm Repubfik [ndonesta Momor: B/23/101/
20025 MNomor Spi-39 0010320012 Temang Op-
timahsasi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi, pada sast Penyidik KPK menetapkan
Dijoko Susilo sebagai tersangka alat Simulator
S5IM, maka terjadi perdebatan’ lkeékisruban
yung lerkesan tidak proporsional dan tidak
profesional, tidak tranfaran yang dilakukan pi-
hak penvidik POLRI kepada Penyidik KPK,
meskipun akhimya penyidikan kasus fersehut
ditangani penvidik KPE. temyata dart hasil
penyidik KPK terhadap kasus tersebur tersang-
ko dinyatakan bersalah oleh keputusan Penga-

dilan Negen Tipikor serta inkracht.

Selanjutnya, implimentasi hubungan ke-
wenangan hukum fungsional Penyidik KPK
dengan Penyidik Polr dalam penyeleésaian tin-
ik pidana korupsi, perilaku penegakan: hu-
kum Penyidik KPK di berbagai daeesh di In-
donesia seperti; koordinasi tindakan hukum
]rengga_:!;r;i;ahan, renyitaan, pepangkapan; scla-
lu memperoleh dukungan optimal dari penyi-
dik Polri. Penyidik Polripun di berbagai dacrah
di Indonesia mengoptimalkan Penyidik KPK
untuk melakukan tndakan hukum Suopervisi
guri. menyelesaikan tindakan hukum penyidi-
kan tmduk pidana kovupsi. Berdasarkan fake
hukum yang demikian, seeara teoritis dapat
dikorelusikan dan dianalogikan bahwa melaln
kehendak hukum yang ditvanghan dalam. per-
undang-undang sehagai dassr hukum guna me-
wijudkan keadilan vang berkepastian hukum
dan bermanfast. melalui hubungan kewena-
ngin hukum fingsional penvidik KPK dengan
Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pi-
dana korupsi, kedua institusi penegak - hukom
terschut (e¢lsh merespon secara progresif mwijan
hukum sebagaimana kehendak hukum yang di-
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atur  dalam  peratursn perundang-undangan
vang ada.

E. Penutup

Berdinnya Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi, merupa-
kan jawnban apresiasi negara sejak era reforma-
s, yakni mewujudkan supremasi hukum, pem-
berantasan korupst, seria perwujudan good -
vernancg dan good govermance. Kewenangan
fungsional tersebut merupakan legitimasi formal
guna mewujudkan thjuan hokum yang berlan-
daskan keadilan, kepastian hukum dus kemanfa-
alan.

Keberadaan institisi KPK beserm kewe-
mangan hukem fungsionalnya. merupakan sara-
oa. puna mewyjudkan keadifan bagn masyarakar
Indonesia yang kedudukannya sebagai mihak
yang dirugikan oleh adanya tmdak pidana ko-
rupsi, Kurang optimainya penegakan hukum
oich penegak hukum sementara ini, mengakibat-
kan terganggunya kescjahtersan yang semesti-
nya menjacdi hak masyarakar, tetapi tidak dapal
dinikmati secara wivh oleh rakvat. Dengan de-
mikian masyarakat tidak memperoleh haknya

‘seria diperlakukan secara tidak adil,

Dart sudul pandang sosiclogis Hngkungan
strategis internasional dan rq,imml NEgRra-ng-
gars yamg berhasil memerangi korupsi puda
sy dilakukan dengan mendirikan institu-
si penegak hukum vang bersifat khusus melaku-

kan pemberantazan tindak pidana kun,rpsi VANE

wrgolong sebagai et ordinen crimes alaw ke-
jahatan luar biasa, Karena institusi penegak hu-
kum yang bersifat khusus tersebut mampu mela-
kukan tindakan hukum  berdasarkan kewena-
nean yong hersifar khusos,

Di Indonesia, bahwa KPK memiliki kewe-
nangan hukum fungsional vang diatur berdasar-
kin Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pldana
Konipsi. Sementara itu, tujuan négara dicederal
oleh perilaku tindak pidana korupsi vang lerus
menerus merongrong dan merugikan kevangan
ngparm, serts dilakokan secara terstruktur Difain
pihak penegakan hukum oleh penegak hukum
vang adi sehelum berdirinya Lembaga Negara
KPK. belum optimal dalam pemberantasan tin-
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dak pidana korupsi. Berdasarkan dasar hukum
normatifoye, berdirinya Kaomisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu karena perintah
Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tenlang Pembérantazan Tindak Pidana Korupsi,

KPK vang memiliki kewenangan fungsio-
nal berdasarkan legalimas hokom, Undang-un-
dang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberaniasan Tindak Pidann Korupsi (KPK),
kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK
dimaksudkan uituk mamps melakukan undakan
dan upaya hukum yang adil, tidsk diskaminatif
dalam melakukan pemberantasan tindak pidana,
independen. tranfaran seet memberikan jami-
nan kepastian hukom bahwa pelaku tindak pida-
na koropsi harus dilakukian tindakan serta dipro-
ses sesuni hukum, demi keadilan dan bermianfa-
at bagi negan,

Menurat Undang-Undang Momaor 30 Ta-
hun 2002 fentang Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidant Korupsi, kewenangan hubungan ki-
nerja terkait Penvidikan dan Peountutan KPK
dapat berkoordinasi serta dapat melakukan su-
pervisi déngan institusi Penyidik Polri.

Kewenangan  hukum  fungsional KPK
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Korisi Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupst, Pasal 6 terkail ugas KPK, Pasal
T terknit pelaksanaan tugas koordinasi berupa
antara lain kewepangan KPK mengkoordinasi-
kan penvelidikan, penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi, Pasil 8 terkait Supervisi,
Pazal 9 terkait Pengambilalihan, jika dikaitkan
dengan substansi hukum Teori Legal Svstem
vang dikemukakan Lavurence M. Friedman, diin.
dikasikan bahwu subsiansi Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2002 tentang Komssi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, melahirkan ke-
pasiian hukum, serta kemanfsatan dalam hal
kewenangan yang diberikan kepada institus: pe-
negak hukum KPE, khususnyva terhadap Penyi-
dik KPR dalam melakukan hubungan kewena-
ngan hukum fungsional dengan Penyidik Polri
dalam penyelesman tindak pidana korupsi.

Implimentast hubtungan kewenangan hu-
kum Penyidik KPK dengan Penadik Poln, pada
dasarnya merupakan perifaku vang dipertang-
pungjawabkan guna kepentingan tujuan hukurm,
vang didalamnya berintikan, kemanfaatan hu-
kum, kepastian huboony sertd keadilan. Demikian

Aziv Mirdiarra

juga dalam mengimplimentasikan  Hubungan
Rewenangan Hukum Fongsional Penyidik KPK
dengan Penyidik Poln datam Penyelesaian Tin-
dak Pidana Korupsi, harus dipertanggungiawab-
kan sesuai kehendak hukum, sesuai kehendak
tujuan  hukum, serta sesuai kéhéndak negara
vang berdasarkan hukum, yaing diatur berdasar-
kan Undang-Undang Momor 30 Fahun 2002
lentang Komist Pemberantasan Tinduk Pidana
Korupsi, maupun peraturan perundang-undang
laimnya.

Hubungan kewenangan hukum fungsional

Penyidik KPK dengan Penvidik Polri merupa-

kan legitimast formal guna mewujudkan twjisan
hukum vang berlandaskan kewdilan, kepastian
bukum dan kemanfantan, Dalam hal implinen-
tasl hubungan kewenangan hukum fungsional
Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dimaksid-
kan untuk melakukan tindakan dan upava Hue-
kum vang adil, tGdak diskriminatif, independen,
transparan serta memberikan jaminan kepasti-
dn hukum bahwa pelako tidak pidana kKorupsi
haras dilakukan tindokan serls diproses sesual
hukum, demd keadilan dan bermanfaat bagl ne-
gara, hal tersebut merupakan perilaku budaya
hukum mewwudkan tujuan hukum secara’ kon-
krit.

fmphimentasi adanya  tindakan  hukum
vang saling menginformasikan. saling mengko-
ordinasikan, saling memberikan dukungan sara-
na SDM dalam hal melakukan tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan mefalui hubumigan
kewenangan hukum fungsional Penvidik KPK
maupun Penyidik Polri, dalam penanganan per-
kara penyelesaian tindak pidana korupsi berda-
sarkan jenis perkaranya sejak tahoen 2004 hingea
2014, dan bahkan hingga tabun 2015, hal werse-
but, membuktikan bahwa penanganan perkam
dalaim penvelesaian tindak pidana korpsi dila-
kukan melalui fungsi penyidikan memperoleh
kepastian hukum dan kemanfaatan melalui pro-
ses peradilan Tipikor.

Akibat hukum dari implimentasi hubu-
ngan kewensngen hukom fongstonal Penvidik
KPK dengan Penyidik Poln dalam penyelesaian
tindak pidana kompsi, yakni terselenggamanys
kualitas kinerja yang berdayaguna bersifal ko-
ordimatif, swepervisi, pengambilaliban perkara
kasus tinduk pidana, penukaran irformatit SPDP
tindak pidana korupsi serfa terbantunya peme-
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uhin SDM Polr dalam setizp tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan,

Kewenangan hukum fungsional yang di-
miliki KPK didasarkan pada fakta sostologs
dan yuridis bahwa mstitus: penegakan hukum
vang schimsnya secara intensif, proporsional,
profesional sera seesra cepat melakukan upaya
stratepis dalam  pemberantssan tindak  pidana
korupsi. termyata dirasakan belum melaksanakan
fungsinva secara maksimum, Oleh Karena itu
diperhukan palical wif! Kepala Negara atau Pre-
sidhen untuk menjelaskan kepada Pejabat Negar
terutama Pejabat Negara di lingkup Kekuasaan
Yudikatif, Bahwa kebéradsan Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Konpst (KPK) beserta
tugas dan kewenangannyu merupakin kehendak
negara vang represeniatif guna melakukan Gn-

dakan optimal terhadap pelaku tindak pidana
koupsi.

Implimientasi dard Hubungan Kewenangan
Hukum Fungsional antzra Penyvidik KPE dan
Penyidik Kepolisian, dalam tindakan dan proses
hukum penyidikan hendaknya terus diciptakan
selaras, selujuan, sepaham, proporsional, profe-
siomal, tranfaran, berdayaguna, baik ditmgkat
pusat hingga menjangkau wilayah hukum Pol-
resPolresta di seluruh Indonesia. Dcngan dermii-
kizn Koordinasi maupun Supervis: vang diliki-
kan oleh KPE dapat berjalan lebih efelcif sesuai
ketentuan, serla dapat memberikan kepastian,
kemantatan serta keadilan bagi masyarakat, ser-
ta makin mempersempit ruang gerak pelaku tin-
dak pidana korupst.
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nuban SDM Polr dalam seting tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan hukum fungsional yang di-
miliki KPK didasarkan pada fakta sosiologis
dan yuridis bahwa institusi penesakan hukom
vang seharusnya secara mtensif, proporsional,
profesional serta secara cepat melakukan upaya
sirategis dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi, ternyals dirasakan belum melaksanakan
fungsinya secarn maksimum. Oleh karena ity
diperlukan pelical will Kepala Negard atau Pre-
siden untuk menjelaskan kepada Pejobat Negara
terutama Pejabal Negara di lingkup Kekuasaan
Yudikarif, bahwa kKeberadaan Komisi Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) beserta
tugas dan kewenangannya merupakan kehendak
negars yang representaiif guna melakukan tin-

dakan optimal terhadap pelaku tindak pidana
korupsi,

Implimentasi dari Hubungan Kewenangan
Hukum Fungsional antara Penyidik KPE dan
Penyadik Kepolisian, dalam tindakan dan proses
hukum penyidikan hendaknyva terus diciptakan
selaras, getujuan, sepaham, proporsional, profe-
sional, tranfaran, berdayaguna, baik ditingkat
pusal hingga menjangkau wilayah hukum Pol-
res/Polresta di selurub Indonesia. Dengan demi-
kian Koordinasi maupun Supervisi yang dilaku-
kan oleh KPK dapat berjalan lebih efekiif sesua
ketentuan, serta dapat memberikan kepastian,
kemanfatan serty keadilan bagi masvarakat, ser-
ta makin mempersempit ruang gerak pelaku tin-
dak pidama koropsi.
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